
3. Undang-undang .. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) scbaga.imana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569) ; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten­ 
Kabupaten Otonom di Provinsi lrian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

Mengingat: 

Menimbang : a. bahwa untuk mela.ksanukan ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 Dalam, Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Viru.s Dlaecuse 2019 (Covid-19) dan/ atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

_ Nasional, ma.lea perlu dila.kukan penyesuaian anggaran 
terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Penjabe.ran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 ; 

b. bahwa dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Pertama atas 
Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor l Tahun 2020 
tentang Per\)abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020. 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ' 

BUPATI BIAK NUMFOR 
PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 
NOMOR 34 TAHUN 2020 

TENTANG 
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

/• 



12. Undang-undang . 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286 ); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

7. · Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratu.ra.n Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
130,Tambarum Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884) ; ,. 

·2· 

• 

.. 



20. Peraturan Pemerintah . 

14. 

Undang-Undang Numor 30 Tahun 2014 ten tang 
Adrr,inistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedu'dukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

12. 

.3. 

• 

.. , 

15. Pcraturan Pcmerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun :2004 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

"4712);sebagaimana telah diubah beberapa kali terahkir 
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Standar PelB.)µnan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 



31.Peraturan Menteri . 

Keputusan Presiden Republi.k lndoensia Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Perubaban atas Keputusan Presiden 
RepubJilc Indonesia tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ; 

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka 
Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
198); 
Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Kedarutan Bencana pada 
Kondisi Tertentu (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 34); 
Keputusan Presiden Republik lndoensia Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Penµigkat Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219; ' 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

30. 

29. 

28. 

27. 

26. 

25. 
• 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lemba.ran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan PemerintAh Nomor 18 tahun 2017 ten tang hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ; 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentana 
Pengadaan Barang dan Jasa (Lemba.ran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 



39. Peraturan Daerah . 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Biak Numfor ( Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Biak NumforTahun 2019 Nomor 1 ); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan 
Perangkat Daserah Kabupaten Biak Numfor Tahun ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 
Nornor 4); 

36. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pcngelolaan Transfer kc Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona VITUS Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian 
Nasional (Bcrita Negara Tahun 2020 Nomor 377); 

35. Pcraturan Me.nteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan 
Bclanja Daerah Tahun 2020, (Serita Negara Tahun 2019 
Nomor ); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Tugaa dan Wewenang Gubcrnur 
sebagai Wakil Pcmerintah Pusat (Lcmbaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pcdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Bcrita Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentcri 
Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tcntang Pedoman 
Peroberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bcrsumber dari 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah ( Serita Negara 
Republilc Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

33. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 
tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lcrnbaran 
Serita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 1 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Serita Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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Pasal 3 . 

Pasal 2 
P~njabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh sebagaimana 
dunaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Rp 99.090.203.376,0C 
Rp (50.000.000.000,00) 
Rp 49.090.203.376,00 

Rp 91.090.203.375,93 
Rp (50.000.000.000,00) 
Rp 41.090.203.375, 93 

Rp 8.000.000.000,07 

Rp 0 

1.357 .697 .2'25.940,71 
(175.869.347.251,01) 

l.181.827.878.689,71 
(8.000.000.000,07) 

l. l 73.827.878.689,64 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 
2. Belartja 

a. Semula Rp 
b. Berkurang Rp 
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 
Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan : 

1). Semula 
2). Berkurang 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

b. Pengeluaran : 
1) Semula 
2) Berkurang 
Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubaban 

Jumlah Pembiayaan neto setelah 
perubahan 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

Rp 1.349.697.225.940,65 
Rp (175.869.347.251,0l) - b. Berkurang 

Anggaran Pendapatan dan Bcl.aaja Daerah Tahun Anggaran 2020 aemula 
berjumlah Rp. l.349.697.225.940,65 berkurang (Rp. 182.869.347.251,0l) 
sehingga menjadi Rp l.173.827.878.689,64 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 
a. Semula 

Pasal 1 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BIAK 
NUMFOR, NOMOR l TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bia.k Numfor Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 
2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bia.le Numfor Tahun 
2020 Nomor 2); 

40. Peraturan Bupati Kabupaten Bia.le Numfor Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 
Anggaran 2020 ( Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2020 Nomor 1). 



SEMUELRUMAIKEUW,SH 
PEMBINA 
NIP.19730508 200112 1 004 

- 

-:SSia;i)hin;a;;:n~se;;S~U;8.li. cJel~IQ._8Slinya, 
BERITA DAERAH KABUPATEN BIA.K NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 34 

CAP/TTD 
MARKUSO.MANSNEMBRA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BIAKNUMFOR ~ 

BUPATI BIAK NUMFOR 
CAP/ITD 

HERRY ARIO NAAP 
Diundangkan di Biak 
pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 • 

Ditetapkan di Biak 
pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 

.. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tangaal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor . 

Pasal 4 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten 
Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pen~ Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dinyatakan 111:cabttt dau tidal!: ber.la.lro:- 

Pasal 5 

Pasal 3 
' Larnpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pad a saat Pera tu ran Bupati ini berlaku, semua peraturan perundang • undangan yang merupakan 
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Oaerah Kabupaten Biak Numfor 
Tahun 2020 Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketei1taa11 delaM..Peratura~pati ini ""' --- 

Pasal 4 



SEMUEL RUMAIKEUW, S 
PEMBINA 
NIP. 19730508 200112 1 004 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMF'OR TAHUN 2020 NOMOR 34 

Diundangkan di Brak 
pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BIAK NUMF'OR 

CAP/TTD 
MARKUS 0. MANSNEMBRA 

Ditetapkan di Biak 
pada canggal 14 Mei Tahun 2020 

BUPATI BIAK NUMF'OR 

CAP/TTD 

HERY ARIO NAAP 

Agar setiap orang mengecahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan. 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraruran Bupati ini, maka Peraturan Bupati Biak Numfor 

Nomor l Tahun 2020 teruang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang isinya 

tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pasal3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

ierpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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SEMUEL RUMAIKEUW, SH 
PEMBINA 
NIP. 19730508200112 I 004 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMF'OR TAHUN 2020 NOMOR 34 

Diundangkan di Biak 
pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
BIAK NUMF'OR 

CAP/TTD 
MARKUS 0. MANSNEMBRA 

BUPATI BIAK NUMF'OR 

CAP/TTD 

HERY ARIO NAAP 

Ditetapkan di Biak 
pada tanggal 14 Mei Tahun 2020 

Agar sctiap orang mengctahuinva. mcmerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempacannya dalam Serita Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Biak Numfor 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang isinya 

tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Pasal 3 

Lampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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